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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sabah, 01 Juni 1988, agama Islam,
pekerjaan ASN PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman
di XXXX, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Marwin Agus Jibu, S.H. Advokat yang
berkantor Di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

marwinagus10@gmail.com, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 4 Desember 2023 sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 28 Januari 1988, agama Islam,
pekerjaan Satpol PP, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Dusun 1, Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten
Bonebolango, Provinsi Gorontalo, Tinelo, Suwawa,

Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor
202/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada hari Kamis tanggal 20 September 2010 dihadapan pejabat
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Suwawa, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/02/IX/2010, tertanggal 24 September
2010;

2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa
Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebolango, Provinsi
Gorontalo selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama
di alamat yang sama dengan orang tua Tergugat tersebut di atas;

3.Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
sorang anak laki-laki yang bernama XXXXX umur 12 tahun dan saat ini
anak tersbut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4.Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai berslisih

dan bertengkar secara terus menerus disebabkan;

4.1Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga
mabuk berat;

4.2Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat sebab Tergugat tidak menyerahkan hasil gajian Tergugat
kepada Penggugat sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk
memenuhi kebutuhan Penggugat;

4.3Bahwa Tergugat sudah beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah
di sebabkan Tergugat tidak terima apabila Penggugat melarang
Tergugat sering mabuk-mabukan;

5.Bahwa puncaknya pada bulan September 2019, dimana Penggugat dan
Tergugat hidup berpisah dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan
dengan sikap Tergugat yang terus-terusan mengkonsumsi minuman
beralkohol tersebut, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXX,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan saat ini Tergugat
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tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun 1, Desa Tinelo, Kecamatan
Suwawa, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo;

6.Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui
jalan musyawarah, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

7.Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana yang dimaksud dalam
ketentuan pasal 39 ayat (2), UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 PP.N0.9/1975 jo.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kwandang Cqg. Hakim menerima, memeriksa dan mengadili
perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :
1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
3.Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
etbono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan
surat tercatat dengan nomor tracking P2312070134505 tanggal pengiriman 7
Desember 2023 pukul 15:00:53 telah diterima oleh Orang serumah atas nama
Anti pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 18:15:00 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan

oleh suatu halangan yang sah;
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Bahwa Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat,
surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya
melalui aplikasi e-court;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan
Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan
untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan
bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13
Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama
Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama

Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat
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dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat
mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam beracara di Pengadilan Agama Kwandang
dalam perkara cerai gugat dengan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Kwd, Penggugat
menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama
Marwin Agus Jibu, S.H. beralamat di Di Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kwandang, yang telah ditandatangani Penggugat sebagai
Pemberi Kuasa dan advokat tersebut sebagai Penerima Kuasa, Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut
melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda
Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan
keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan
sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang
dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada
dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa
untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas
dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan
objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak
dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa harus memenuhi
ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan
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tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan
dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas
kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat
kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan
dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat;

Menimbang bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa
berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti
formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti
kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah
Agung Rl Nomor 07/SEK/01/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi
Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal
advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut
dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat
peradilan jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 089/KMA/V1/2010 tanggal
25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VI1/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan
bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi
profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi
siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan
ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas
serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat
maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut.
1.Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan

sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
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2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994
serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-undang Indonesia Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai;

2.Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat
telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah
disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3.Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda
Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya,
karenanya Kuasa Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai
advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi
persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat
untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Penggugat memenuhi
kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan
perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat dengan nomor tracking
P2312070134505 tanggal pengiriman 7 Desember 2023 pukul 15:00:53 telah
diterima oleh Orang serumah atas nama Anti pada tanggal 9 Desember 2023
pukul 18:15:00 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ternyata ketidak
hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat 4
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Ayat 2 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali

membina rumah tangga kembali, dan ternyata berhasil;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan
secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari
Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv permohonan
pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat
dikabulkan;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
202/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 6 Desember 2023 dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang, untuk mencatat
pencabutan tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada
hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5
Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan dibantu
oleh Dian Fitriati Bahua, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim,
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Perincian biaya :

Pendaftaran
Proses
Panggilan
PNBP
Redaksi

Meterai

Jumlah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Fitriati Bahua, S.H.

Rp30.000,00
Rp60.000,00

Rp9.000,00
Rp20.000,00
Rp10.000,00
Rp10.000,00

Rp139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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